PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 47

TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Sertifikat Laik Fungsi
diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS),
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat;

b. bahwa penerbitan Sertifikat Laik Fungsi oleh Lembaga Online
Single Submission memerlukan fasilitasi notifikasi dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf
b maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017
tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu ditinjau
kembali;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ,huruf b, dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);




5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 1994 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
35);
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15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 93);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 83);

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 38);

23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Nomor 664 Tahun 2016);

24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor
78);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota
Semarang Nomor 47 Tahun 2017);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017
tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 47
Tahun 2017) disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan fasilitasi notifikasi
persetujuan SLF yang diterbitkan oleh Dinas dalam sistem Onl/ine Single Submission.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 51

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan
resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik
Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan
memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.
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